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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pelik yang menyangkut sistem pemiliraom Indonesia
memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tumbangayerintahan Orde Baru
pimpinan Soeharto mengakibatkan perubahan yangasasignifikan, terutama
mengenai mekanisme pemilihan kepala pemerintahéagse salah satu upaya
perbaikan pelayanan publik.

Kemunculan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengddidtiNomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang se&ahgenandakan lahirnya
Pemilukada langsung di berbagai daerah di IndorieeErapkan mampu membawa
perubahan bagi bangsa ini di dalam merencanakandagesformasi yang lebih
demokratis. Irtanto (2008: 01), kehadiran Undangiahg tersebut merupakan
peluang untuk mewujudkan aspirasi daerah yaitu gkeam untuk memiliki
pemimpin lokal yang disepakati oleh rakyat melalBemilukada langsung.
Kumorotomo (2005: 108) mengemukakan mekanisme [enil seperti yang
tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dinilai belamampu menciptakan
pemimpin daerah yang lebih akuntabel terhadap malsgasetempat.

Pilkada langsung yang kemudian mulai dilaksanakadapl Juni 2005
(Amirudin dan Bisri, 2006: 16) merupakan sebuah lémgentasi kebijakan

pemerintah pusat serta merupakan proses demokeaagianakat di tingkat lokal. Hal



baru ini tentunya tidak ditemukan oleh masyarakalapmasa Orde Baru sebelumnya.
Jadi sekarang ini, Kepala Daerah tidak lagi ditkah dan diangkat oleh pemerintah
pusat bahkan dipilih oleh anggota DPRD di setigrala melainkan dipilih langsung
oleh masyarakat setempat, sehingga proses demagkuagi berjalan di negara ini
dapat dilakukan secara menyeluruh.

Kendati demikian, perubahan sistem politik dengdertbkukannya sistem
pemilihan langsung di daerah tidak sepenuhnya mekaipearti perubahan yang
positif. Pemilukada langsung pada praktiknya tetamy@emunculkan serangkaian
konflik dalam pelaksanaanya. Hal tersebut berbantenbalik (Amirudin dan Bisri
2006: 12) dengan tujuan awal diterapkannya sistemilgnan langsung untuk
menciptakan pemimpin daerah yang lebih berkualitas.

Berbagai kecenderungan proses dan hasil Pemiluk#aa merupakan bahan
kajian yang menarik. Kecenderungan proses penaaldaa koalisi antarpartai dalam
mengajukan kandidat atau pasangan calon adaldh ss#lafenomena paling menarik
di balik penyelenggaraan Pemilukada di Indonessyalarik itu tidak hanya terletak
pada kecenderungan yang berbeda dengan yang w@irfauykat nasional melainkan
partai-partai yang secara ideologis sering dipagdsangat berbeda satu sama lain
bahkan bisa saling berkoalisi dalam mangajukan nu@sa kandidat dalam
Pemilukada yang cenderung berbeda dengan hasilypkegislatif.

Konflik politik merupakan bagian dari konflik sokidal ini seperti yang
dikemukakan oleh Maswadi Rauf (2001: 19-20) konfji&ng berkaitan dengan

kebijakan yang dibuat oleh penguasa politik daatg yang diduduki oleh penguasa



politik (termasuk kepentingan para penguasa pdldikebut sebagai konflik politik.
Maswadi Rauf juga mengatakan bahwa karena kopfilitik adalah bagian dari
konflik sosial, konflik politik mempunyai ciri-ciryang mirip dengan konflik sosial.
Perbedaan konflik sosial dengan konflik politiklééek pada istilah politik yang
memiliki arti yang lebih spesifik dengan mengandukgnotasi politik yaitu
keterkaitan dengan negara dalam hal ini adalah petale, para pejabat pemerintah
atau berkaitan dengan kebijakan.

Kabupaten Bandung pada tahun 2005 telah melaksanBkkada yang
pertama dan pada saat ini di tahun 2010 yang kiealirya melaksanakan pemilihan
kepala daerah dengan sebutan Pemilukada langswmiluRada langsung juga
berpotensi menimbulkan konflik. Pemilukada bakalnmaeas dari awal tahap
pencalonan sampai ke tahap perhitungan suara diaggan. Dengan terdapat
delapan pasangan calon yang terjun dalam Pemilukakiai lima pasangan calon
dari partai politik dan tiga pasangan calon darsperangan yang diantaranya:

Tabel 1.1
Daftar Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten

Bandung Tahun 2010

No. Nama Pasangan Calon Partai Pendukung
1 Marwan Efendiri dan Asep Nurjaman Perseorangan
2 Atori Herdianajaya dan Dadi Gyardani Partai Demokrat

3 Tatang Ruswandar dan Ujang Sutisna Perseorangan




4 Deding Ishak dan Siswanda Harso Sumarn&AN, PKB, Hanura, dan PP
5 Yadi Srimulyadi dan Rusna Kosasih PDIP dan Gerindra

6 Asep Soleh dan Dayat Somantri Perseorangan

7 Dadang M. Naser dan Deden Rukman RumBjartai Golkar

8 Ridho Budiman dan Dadang Rusdiana PKS dan PBB

Sumber: KPU Kabupaten Bandung

P

Persaingan antara pasangan calon dari partaikpdhin unsur perseorangan

dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Band2010 diprediksi

berlangsung ketat. Masing-masing pasangan menmtikssa akar rumput yang

beragam dan memiliki celah yang terbuka untuk dipetkan satu sama lain

(Kompas 20 Juli 2010). Beberapa konflik yang terjadi p&damilukada Kabupaten

Bandung diantaranya:

Tabel 1.2

Konflik Politik pada Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010

Sebelum Pelaksanaan

Pemilihan

Pada Saat Pelaksanaan

Pemilihan

Setelah Pelaksanaan

Pemilihan

Terjadinya aksi penolakar
pada verifikasi pasangan
calon yang gugur, saling
menjatuhkan antar

pasangan calon, dan

1 Adanya pendukung
pasangan calon yang

mengiming-ngiming

peserta pencoblosan unty

memilih pasangan calon

Aksi penolakan

penghitungan suara, serta
ketidakpuasan pasangan
kcalon atas keputusan KPU

Kabupaten Bandung ke

—




penyebaran uang palsu tertenwofey politig, Mahkamah Konstitusi.
dan banyaknya warga
yang memiliki hak pilih,
tetapi tidak terdata dalam
DPT sehingga tidak dapat

ikut memilih.

Sumber: diolah penulis 2011

Banyak faktor penyebab konflik politik di KabupatBandung. Menurut Gun
Gun Heryanto Hitp:/gunheryanto.blogspot.cot9 Agustus 2008) jika dilihat dari proses
penyelenggaraanya, konflik pemilukada biasanya miwsteri hal-hal sebagai berikut:

“Pertama tahapan pendaftaran calon yang umumnya memilé&ugng
adanya calon yang gugur atau tidak lolos verifikgsng dilakukan oleh
KPUD. Hal ini bisa jadi karena adanya dualisme kepginan parpol, ijjazah
palsu, atau tidak terpenuhinya syarat dukungan éfsep partai politik
pendukung dan lain sebagainya. Ketidaksiapanratuan yang operasional
untuk mengakomodir calon-calon independen ini Kealkpmenjadi sumber
konflik yang potensialKedug sengketa Pemilukada juga banyak dipicu oleh
tidak maksimalnya proses pendaftaran pemilih. Benyasyarakat di suatu
daerah yang menyelenggarakan Pemilukada merasakbarituk menjadi
pemilih, tapi kenyataannya tidak terdaftar. Hal imhenimbulkan
ketidakpuasan dan sangat memungkinkan menjadi ndieten konflik.
Ketiga, konflik juga sangat mungkin lahir dari ekses mdsanpanye.
Berbagai upaya melakukan untuk memasarkan pdiiérketing of politics)
untuk meraih simpati publik, dalam praktiknya sekad didampingi dengan
tindakan menyerang, pembunuhan karakter, yang dapaimbulkan rasa
sakit hati. Keempat tahapan yang juga biasanya krusial adalah tahapan
penetapan pemenang Pemilukada. Fenomena yang sarngul adalah
pihak yang kalah, apalagi mengalami kekalahan dergaka tipis, selalu
mengangkat isu penggelembungan suara, banyak wargatidak terdaftar
dan persoalan pendataan pemilih lainnya sebagabesuotama kekalahan.
Massa yang merasa tidak mendapat hak pilih biasangmprotes dan



dimanfaatkan oleh pasangan yang kalKlelima, konflik juga bisa jadi
muncul di proses penetapan pemenang.”

Permasalahan konflik ini menjadi suatu yang mendekika konflik tersebut
cenderung mengarah kepada konflik kepentingan p&ngjung pada tindakan yang
anarkis. Selama tahun 2005 sampai awal 2009, sbdapak sekali konflik yang
terjadi di setiap pelaksanaan Pemilukada langsungeldiruh wilayah Indonesia.
Misalnya, konflik Pemilukada yang terjadi di PadaRgriaman (Sumatra Barat),
Pemilukada berbuntut perusakan kantor KPUD setempdsi pendudukan,
pengepungan kantor KPUD, bentrokan dengan petugasi&nan, dan sejenisnya
terjadi di tempat-tempat seperti Depok (Jawa BaB#jnarang dan Sukoharjo (Jawa
Tengah), Mataram (NTB), Toli-Toli (Sulawesi Tenga®owa (Sulsel), Gorontalo,
Cilegon (Jawa Barat), Tanah Bumbu (Kalimantan &ajatdan Kaur (Bengkulu).
(http://suwandisumartias.wordpress.cof¥ November 2008). Lebih menarik lagi,
konflik dalam Pemilukada langsung tidak hanya téridi dalam kalangan politik
setempat, melainkan telah sampai merembet menpadlikk sosial yang lebih luas di
kalangan masyarakatnya. Konflik tersebut umumnyébait&an massa pendukung
calon yang kalah versus massa pendukung calonmgangng atau massa pendukung
calon yang kalah versus otoritas penyelenggaraamilid@da (KPU
Kabupaten/Kota). Seperti halnya konflik Pemilukaldamgsung yang terjadi di

Kabupaten Bandung yang menjadi fokus kajian peaeliti.



Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertankuk mengadakan
penelitian dengan mengetengahkan jugdnflik Politik dalam Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010

B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah
Untuk memperoleh kejelasan dan sasaran dalam penelini, maka
dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: &agna konflik politik yang
terjadi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah KabupB&ndung tahun 20107?".
Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiretihatdap objek dan
tempat yang digunakan dalam penelitian ini makaailbatasan masalah penelitian,
bahwa penelitian ini terbatas pada analisis kongbktik pada pemilu kepala daerah
yang dilakukan KPU, Panwaslu dan Kepolisian Kabep&andung tahun 2010.
1. Bagaimana bentuk konflik politik pada pemilihan umikepala daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2010?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjaduoydlik politik pada
pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bandungnra@uo?
3. Bagaimana cara atau metode resolusi konflik yarmgurdikan dalam
proses menindaklanjuti konflik politik pada Pemida Kabupaten
Bandung Tahun 20107
4. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam makiengjuti konflik

politik pada Pemilukada Kabupaten Bandung Tahur®201



5. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mendetasiala-kendala
untuk menindaklanjuti konflik politik pada Pemilda Kabupaten

Bandung Tahun 20107

C. Tujuan Penelitian

Menurut Arikunto (1998 : 52) tujuan penelitian adalkeinginan yang ada
pada peneliti untuk hal-hal yang dihasilkan dalaemgiitian, dirumuskan dalam
kalimat pernyataan dan merupakan jawaban yang idigari. Sehubungan dengan
rumusan tersebut maka hal-hal yang ingin penupsicaelalui penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meaget dan memperoleh
gambaran secara aktual dan faktual mengenai tugdls Han Panwaslu dalam

menyelesaikan konflik politik pada pemilu kepal@i@dd Kabupaten Bandung.

2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui bentuk konflik politik pada petmn umum kepala
daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010.
b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mealyledn terjadinya
konflik politik pada pemilihan umum kepala daeraabkipaten Bandung

Tahun 2010.



c. Untuk mengetahui cara atau metode resolusi konfikg digunakan
dalam proses penyelesaian konflik politik pada Rémda Kabupaten
Bandung Tahun 2010.

d. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yangdajhiadalam
menindaklanjuti konflik politik pada Pemilukada Kgdaten Bandung
Tahun 2010.

e. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakulalam
mengatasi kendala-kendala untuk menindaklanjutiflikopolitik pada

Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memihanfaat, baik secara
teoritis maupun secara praktis dan dapat diid&asfkan sebagai berikut :
1. Manfaat Secara teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalatuk menambah wawasan
keilmuan bagi peneliti khususnya dan berbagai piyakg berkepentingan baik
secara langsung maupun tidak langsung. Peneliadiharapkan dapat memberi
sumbangan pemikiran dalam dunia ilmu politik tegtagambaran proses

penyelesaian konflik politik pada pemilihan umunp&ia daerah.
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2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan tenyaag dapat memberikan
aspirasi dan motivasi terhadap pemerintah dalamnhdémbaga KPU Kabupaten
Bandung, Panwaslu, Kepolisian dan Mahkamah Korsstitatuk menyelesaian suatu

konflik politik dalam pemilihan umum.

E. Asumsi Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah terbitan Universitasndidikan Indonesia
(2007: 52), asumsi dalam sebuah skripsi, tesis @ditsertasi itu dapat berupa teori,
evidensi-evidensi dan dapat pula pemikiran penglitisendiri. Apapun materinya,
asumsi tersebut harus sudah merupakan sesuatutiglakgoerlu dipersoalkan atau
dibuktikan lagi kebenarannya: sekurang-kurangnygi baasalah yang akan diteliti
pada masa itu. Dalam penelitian ini penulis mem#igumlah asumsi diantaranya
ialah berikut:

1. Konflik politik adalah sebagai perbedaan pendapesaingan, dan
pertentangan di antara sejumlah individu, kelomptdupun organisasi
dalam upaya mendapatkan dan/atau mempertahankdresssomber dari
keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerifRdmlan Surbakti,
1999 : 151)

2. Konflik politik dikelompokkan menjadi dua tipe. Ked tipe ini meliputi
konflik positif dan konflik negatif. Yang dimaksudnflik positif adalah

konflik yang tak mengancam eksistensi sistem politiang biasanya
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disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik gyatisepakati
bersama dalam konstitusi. Sedangkan konflik negaléfh konflik yang
dapat mengancam eksistensi sistem politik yangahiss disalurkan
melalui cara-cara nonkonstitusional, seperti kudeteparatisme,
terorisme, dan revolusi. (Ramlan Surbakti, 19993)1

3. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk peragidgolitik bagi
rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan magaal diharapkan bisa
mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkanadkesn
masyarakat mengenai demokrasi. (Haris, 1998: 10)

4. Pada dasarnya ada tiga hal dalam tujuan pemilihramuyaitu:Pertama
sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpimepetahan dan
alternatif kebijakan umunKedua,pemilihan umum juga dapat dikatakan
sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingamn asyarakat
kepada badan perwakilan raky#tetiga, pemilihan umum merupakan
sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukuradaat terhadap
negara dan pemerintahan dengan jalan ikut seremdakoses politik.

(Ramlan Surbakti, 1999 : 181)

F. Penjelasan Istilah
1. Konflik politik menurutKamus Istilah Politik dan Kewarganegaraéfs’ari,
2006 : 103) adalah perselisihan atau pertentangasalah yang berkaitan

dengan politik. Perbedaan pendapat, persainganpedentangan di antara
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sejumlah individu, kelompok, atau organisasi dalgmya mendapatkan dan
atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusag wyibuat dan
dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secaigsleng adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provimsi/atau kabupaten/kota
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar &Bgaublik Indonesia
Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakppdda Daerah (Pasal 1
ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005karbgeanelitian ini,
pemilihan kepala daerah yang dimaksud adalah RemilBupati (Pilbup)
Kabupaten Bandung.

3. Dalam penyelesaian konflik politik pada Pemilukagdnak-pihak yang
berwenang yaitu Panwaslu, Kepolisian Mahkamah HKimsst KPU hanya
diperbantukan menindaklanjuti dalam bentuk non-irkarena hal tersebut

bukan kewenangan KPU. (Penulis)

G. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian memerlukan metode yangistesugan pokok-pokok
permasalahan yang diteliti agar perolehan data yhkehendaki menjadi relevan
dengan permasalahan yang ada. Metode yang diguiakam penelitian ini adalah
metode deskriptifyang memfokuskan penelitian pada masalah yang lakiréa
memberikan pemahaman yang berarti sehingga merkarbydemikiran-pemikiran

kritis. Endang Danial dan Nanan Warsiah (2009: 6B)etode deskriptif adalah
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metode yang bertujuan secara sistematik suatussitkandisi objek bidang kajian
pada suatu waktu secara akurat”. Seperti yang Hapi@an oleh Isacc dan Michael
dalam Endang Danial dan Nanan Warsiah (2009: 63ju ya.'to describe
systematically a situation or area of inters fadlyand accuratelly’.

Secara metodologis penelitian ini didasarkan atsdekatan naturalistik
yang sering disebut pendekatan kualitatif. Pilipmemdekatan ini dipandang tepat
karena masalah yang diteliti memerlukan pengungkapmteskriptif secara
komprehensif mendalam atas dasar alamiah. Dalaminhgberlu dikemukakan,
mengapa menggunakan pendekatan kualitatif. Padanogaualasan menggunakan
pendekatan kualitatif karena, permasalahan bellams,jbolistik, kompleks, dinamis,
dan penuh makna sehingga tidak mungkin data padasssosial tersebut di jaring
dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakarumsnt seperti tes, kuesioner,
pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksudnahemi situasi secara

mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

H. Lokasi dan Subjek Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di KPU Kabupaten Bandurangy beralamat di Jl.
Raya Taman Kopo Indah | Blok F No. 5 Margahayu BRexyd Penulis pun
mengambil lokasi penelitian di Panwaslu Kabupatand8ing, Polres Bandung, DPD

partai Golkar Kabupaten Bandung dan DPD PKS KalampB&andung sebagai partai
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politik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bang serta LSM Komite Peduli

Jawa Barat (KPJB), dan LSM Gerakan Masyarakat Bdn@dtnesia (GMBI).

2. Subjek penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan kegorposif sampel yaitu
menentukan orang yang akan dijadikan sebagai sulgekelitian dengan
berdasasarkan pada kriteria sebagai berikut: 19rnmdtif 2) komunikatif 3)
refresentatif. Subjek penelitian yang penelitiuledn tidak terlepas dari jenis data
yang di kumpulkan yakni data primer yang dapat fthdekan sebagai semua
informasi dalam bentuk lisan yang langsung dipérgdenelitian aslinya, dan data
sekunder yang diartikan sebagai data yang penpHioleh secara tertulis
mencangkup orang, benda serta peristiwa.

Subjek penelitian yaitu anggota dan staff KPU Kaitep Bandung. Sebagai
pendukung informasi dan kevalidan data maka pemuéisambah subjek penelitian
yaitu anggota Panwaslu, anggota Polres Bandungosmg@artai politik calon bupati
dan wakil bupati, yaitu DPD partai Golkar, DPD PKn LSM sebagai pemantau
pemilihan yaitu: LSM Komite Peduli Jawa Barat (KRJBlan LSM Gerakan

Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).



